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GLOSARIUM 

CV : Commanditaire Vennootschap, yaitu jenis badan usaha persekutuan   

              yang belum memiliki badan hukum. 

DAM : Bendungan 



 

 

 

DI  : Daerah Irigasi 

Ha : singkatan Hektar adalah Satuan unit untuk luas  

IR : Indeks Rasio 

P3A  : Perkumpulan Petani Pemakai Air 

SPK  : Surat Perintah Kerja  

 


